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Dari aspek yang lain, bahwa gotong-royong sebagai realisasi dari
pada pernyataan suka-duka dalam persekutuan hidup bersama proses
yang menjurus kepada kegiatan sosialisasi. Secara konsepsional,
sosialisasi berarti suatu proses belajar pada tingkat sistem sosial. Proses
belajar yang dimaksudkan adalah belajar berperan sosial, belajar tentang
norma-norma dalam masyarakat, belajar nilai-nilai kepribadian, dan
belajar praktek-praktek adat dan agama. Di dalam konteks ini pula
kehidupan krama banjar memperlihatkan titik-titik hubungan antara
lain hubungan kewajiban dengan hak, hubungan jasa dengan sanksi
sosial, hubungan belajar dengan meng ajar dalam proses pendidikan
non formal dan hubungan pendidikan mental dengan prilaku (I gusti
Putu Raka, SH, 1989/90).

Lebih konkrit bahwa proses belajar berperan sosial itu meliputi
berbagai aspek kehidupan dalam krama-banjar antara lain :

I8 Aspek ideal yaitu belajar seperangkat norma-norma yang
bersumber dari awig-awig dan mengangkat apa yang seharusnya
dilakukan dalam keadaan tertentu, sehingga cocok dengan
anggapan umum serta sesuai dengan adat istiadat yang berlaku.

2, Aspek perilaku yaitu belajar seperangkat peranan-peranan sosial,
seperti peran sebagai warga komoniti dalam krama-banjar.

. 8 Aspek material yaitu seperangkat materi/benda keterampilan.
Materi sangat diperlukan pada saat warga menyelenggarakan
upacara. Demikian pula keterampilan yang dimiliki oleh seorang
warga harus ditularkan ke warga yang lain.

~ Proses sosialisasi yang tampaknya berlangsung secara non formal
seperti itu pada hakekatnya menunjukkan daya efektivitas uang cukup
tinggi. Hal ini disebabkan antara lain :

1; Karena adanya rasa tanggung jawab moral bagi keluarga maupun
komonitinya yang mengangkat hubungan sesama anggota krama-
banjar.

2. Adanya prinsip keterikatan orang Bali terhadap keluarga dan
komonitinya, dapat merupakan suatu kontrol sosial yang
menggerakan dan menata partisipasi warga krama-banjar.



BAB VI
PENUTUP

Desa adat merupakan bentuk pemerintahan tradisional yang
bersifat otonom. Dengan demikian kesadaran berasal dari anggota
masyarakat itu sendiri mutlak dilakukan. Walaupun tidak menutup
kemungkinan pemerintahan secara nasional memberi pengayoman,
tempat dalam kehidupan bernegara. Perlunya kesadaran mutlak dari
dalam karena pemerintahan desa adat Bali bersifat spesifik yaitu suatu
lembaga sosial religius Hinduistis. Karena itu lembaga ini dijadikan
pusat orientasi masyarakat Bali untuk menata, mengatur, dan membina
kehidupan sosial warga desanya, terutama sekali di dalam melaksanakan
ajaran-ajaran agama Hindu yang meliputi tatwa, kesusilaan agama,
dan upacara. Namun pada saat lembaga ini tidak mempuyai jalur
struktural. Tidak seperti pada jaman kerajaan, dimana birokrasinya
diatur mengikuti saluran hirarki dari tingkat raja, dengan penasehat
seorang Bagawanta, Mahapatih, Punggawa, Perbekel, Bendesa Adat
dan Klian adat. Karena tidak mempunyai jalur struktural maka tidak
mengherenkan kalau setiap desa di Bali para pemimpin desa adat dalam
menjalankan kepemerintahan tidak sama. Dan setiap desa berpedoman
pada konsep desa, kala patra.

Karena berpedoman pada konsep desa, kala, patra, maka nampak
pula terjadi perubahan-perubahan, terutama desa adat yang berlokasi
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di tengah dan pinggiran kota. Perubahan yang terjadi khususnya dalam
sikap maupun pandangan orang perorangan sebagai anggota masyarakat.
Walaupun mengalami sedikit perubahan, namun tidak jauh menyimpang
dari prinsip-prinsip dasar yang telah melandasi kehidupan desa adat
dari sejak dahulu yaitu memisikan nilai religius dan nilai sosial.

~ Nilai religius yang diwujudkan dalam desa adat adalah dalam
bentuk Yadnya yaitu korban suci secara tulus iklas. Sedangkan untuk
mewujudkan Yadnya ini sangat tergantung pada nilai sosial
kemasyarakatan seperti tolong menolong baik dalam situasi suka maupun
duka. Betapapun kayanya secara materi seorang anggota desa adat,
tidak boleh mengabaikan kegiatan tolong menolong antar anggotanya.
Dengan kata lain, kegiatan adat tidak bisa dibeli dengan Materi, sehing
ga masyarakat Bali lebih taat terhadap kepemerintahan desa adat
dibandingkan dengan desa dinas.

Memudar sistem pemerintahan tradisional Bali terjadi semenjak
pemerintahan Kolonial menguasai Bali (1908), tepatnya setelah kerajaan
Klungkung ditaklukan. Semenjak itu pemerintah Belanda mulai
membenahi (mengubah) sistem pemerintahan Tradisional Bali dengan
memasukan sistem pemerintahan Kolonial. Pada sistem pemerintahan
Kolonial memerlukan tenaga yang berpendidikan formal, kedudukan
raja digantikan oleh Zelfbestuurder.
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